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I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan
Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan
sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan
dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi
ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di
Lingkungan Kementerian Pertahanan dengan Peraturan Pemerintah
ini.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Jenis Jasa Survei dan Pemetaan dalam rangka Survei
Hidro Oseanografi khusus untuk Survei Global
Positioning System Geodetik untuk Survei Hidrografi,
Survei Sipat Datar (Levelling), Survei Batimetri
(Singlebeam/Multibeam) dilakukan dalam satu
kesatuan dengan jenis Jasa Survei dan Pemetaan
dalam rangka Survei Hidro Oseanografi lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah individu,
kelompok kerja, badan usaha atau instansi pemerintah
yang untuk kepentingannya meminta bantuan untuk
melaksanakan survei dan pemetaan hidro oseanografi.

Permintaan bantuan pelaksanaan survei dan pemetaan
hidro oseanografi dituangkan dalam suatu bentuk
kesepakatan yang disetujui bersama dalam bentuk kontrak
perjanjian kerjasama.
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Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” adalah individu
atau kelompok kerja dari instansi, lembaga atau badan
milik pemerintah atau yang berkaitan dengan dunia
kependidikan yang sedang melaksanakan penelitian atau
kajian di bidang hidro oseanografi dan dibuktikan dengan
surat resmi dan/atau dokumen pendukung lainnya,
lembaga badan atau perguruan tinggi pemberi tugas.

Permintaan terhadap hasil survei dan pemetaan dengan
tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah) diajukan secara resmi
sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan
Kementerian Pertahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
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